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ABSTRAK
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 8
TAHUN 2008 DALAM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGISDI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA
GUNUNGSITOLI

TETI NOVITASARI JAMBAK

1503100005

Penyusunan rencanaan strategis adalah proses yang dilakukan oleh suatu organisas
untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan
sumber dayanya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut.Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah RI
Nomor 8 Tahun 2008 Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan
Perindustrian K ota Gunungsitoli.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif dengan andisis kulitatif.
Maka hasil penelitian yaitu dalam pengimplementasian penyusunan rencana strategis sudah
mengadakan proses komunikasi yang melibatkan institusi terkait seperti Dinas perdagangan
dan perindustrian Kota Gunungsitoli memang sudah terlaksana dengan maksima mulai dari
komunikasi antara BAPPEDA dengan Dinas, kepala Dinas dengan Staf atau pegawai serta
melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) yang memiliki pengaruh penting dalam
penyusunan rencana strategis. Begitu juga dalam melakukan mekanisme dan prosedur yang
di atur dalam peraturan pemerintah Rl no 8 tahun 2008 di Dinas perdagangan dan
perindustrian Kota Gunungsitoli sudah sesua dengan SOP yang ada, mengenai kendala
dalam struktur Birokrasi saat ini tidak ada dan masih berjalan dengan baik.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses implementasi penyusunan rencana
strategis di Dinas perdagangan dan perindustrian Kota Gunungsitoli sudah sesuai dengan
peraturan pemerintah Rl no 8 tahun 2008 hanya saja ada beberapa permasalahan yang masih
ditemukan seperti kurangnya profesionalisme pegawai, kurang tersedianya peraturan sebagai
arah dalam menentukan kebijakan yang bersifat normatif dan minimnya ketersediaan sarana
dan prasarana.

Kata kunci : Proses Penyusunan Perencanaan Strategis di Dinas Perdagangan dan
Perindustrian K ota Gunungsitoli.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang M asalah

Perencanaan Strategik (Strategic Planning) atau sering disebut RENSTRA
adalah Proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, program -
program strategi, dan penetapan metode -metode yang diperlukan untuk menjamin
bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan.

Perencanaan strategik merupakan suatu proses manajemen yang sistematis
yang dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan atas program-
program yang akan dilaksanakan oleh organisas dan perkiraan jumlah sumber
daya yang akan dialokasikan dalam setigp program selama beberapa tahun ke
depan, perencanaan strategik menempati posis yang krusial, karena menentukan
kekomprehensifan, kekoherenan, dan keseimbangan rencana jangka panjang,
rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek yang dihasilkan oleh
organisasi.

Tiga alasan pentingnya perencanaan strategis yaitu, perencanaan strategis
memberikan kerangka dasar bagi perencanaan perencanaan lainnya, Pemahaman
terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk
perencanaan lainnya dan Perencanaan strategis merupakan titik permulaan bagi
penilaian kegiatan manajer dan organisasi.

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handl e/123456789/261 7/ HSAN%20ARI F
N%20SKRIPSI.pdf ?sequence=1
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Istilah perencanaan (planning), selamaini dikena sebagai salah satu fungs
mangjemen, disamping fungs lain seperti pengorganisasian (organizing),
penggerakkan (actuating), dan pengawasan (controlling) (Terry, 1960). Bahkan,
perencanaan merupakan fungs yang pertama dan utama dalam setiap aktivitas
mangjemen. Dalam perencanaan, terkandung rumusan mengenai tujuan-tujuan
atau sasaran yang ingin dicapai, pendayagunaan segenap sumber daya, baik
manusia maupun materiil (human and material resources) serta waktu (time).
Sebagai fungs utama, maka seluruh kegiatan mangjemen tidak akan terlepas dari

perencanaan. Keberhasilan aktivitas organisas ditentukan oleh bagaimana
perencanaan itu disusun.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, satuan kerja perangkat
daerah diwgibkan membuat rencana strategis (renstra) Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungs SKPD serta
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD)
dan bersifat indikatif.

Dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku maka visi dan
misi Pemerintahan Kota Gunungsitoli yaitu "Kota Gunungsitoli Yang Maju,
Nyaman Dan Berdaya Saing”, dan dengan misi“membangun masyarakat yang
berkualitas dan berdaya saing, membangun perekonomian yang kokoh dan
berkeadilan, membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang

berwawasan lingkungan, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,



profesional dan melayani, memperkokoh kehidupan sosia kemasayarakatan yang
berbudaya, religius dan taat hukum”.

Berdasarkan vis misi tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
Gunungsitoli merumuskan visinya yaitu “Terwujudnya Perekonomian Yang
Kokoh Dan Berkeadilan Di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan
Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Gunungsitoli”, dan dengan misiyaitu
“mewujudkan produktifitas sektor jasa dan perdagangan, mewujudkan
produktifitas sektor industri rumah tangga, industri kreatif, industri kecil dan
menengah, mewujudkan daya saing usaha mikro kecil menengah dan
koperas,mewujudkan tata kelola pelayanan pemerintahan yang akuntabel,
profesional dan melayani”.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk merealisasikan vis dan mis, di
dukung olehpotenss yang dimiliki daerah sepertisektor pertambangan
batubara,sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor pariwisata.Sebagaimana

tergambar pada tabel berikut :

Koda | tyaimn Juminh

FERDAFAT AN | ﬂ;ﬁm},ﬁu\nni
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Sumber : https://gunungsitolikota.go.id/wpcontent/uploads/ _docs/keuangan/2018-
apbd.pdf
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Berdasarkan data tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
Gunungsitoli menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode Tahun
2016 —2021. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun berjangka
sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluas pelaksanaan
rencana pembangunan daerah. Namun dalam penyusunan Renstra ini diduga
terdapat banyak kendala seperti kurang ketersediaan peraturan dan perundang-
undangan sebagai arah dan dasar dalam menentukan kebijakan yang bersifat
normatif dan komprehensif, belum sepenuhnya dapat mengantisipas tuntutan dan
aspiras masyarakat sesuai dengan kondis dan potensi daerah, kurangnya
profesionalisme pegawai dalam memaksimalkan pel aksanaan tugas pel ayanan dan
pemberdayaan kepada masyarakat, minimnya pembinaan aparatur Serta
pengawasan yang dilakukan, alokasi anggaran yang diporsikan dalam APBD
untuk kegiatan perangkat daerah masih sangat minim dan terbatas, Peningkatan
tata kelola / manajemen pelayanan birokrasi dan administrasi yang masih belum
memenuhi tuntutan masyarakat, sedikitnya data dan informas serta laporan
mengenai perkembangan usaha yang merupakan dasar dilakukannya evaluas oleh
pemerintah.

Sementara syarat perencanaan yang baik menurut Purwanto, (2007:49)
antara lain; merumuskan dahulu masalah yang akan direncanakan, perencanaan
harus didasarkan pada informasi, data dan fakta, menetapkan beberapa alternative

dan premisnya, membuat keputusan yang menjadi rencana rasional, mudah



dipahami, dapat dikerjakan, fleksibel, berkesinambungan dalam urutan dan waktu
pencapai annya.

Berdasarkan permasalahan perencanaan strategis diatas, maka peneliti
tertarik untuk melakukan kagjian secara mendalam dengan melakukan penelitian
yang berjudul :

“Implementas Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 Dalam
Penyusunan Rencana StrategisDinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
Gunungsitoli”.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Implementas
Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 Dalam Penyusunan Rencana
Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli”.
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum dilakukan untuk mendapatkan gambaran
yang mendalam tentang bagaimana penyusunan rencana strategis Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli, secara khusus penelitian ini
dilaksanakan dengan tujuan untuk menjelaskan proses penyusunan rencana
strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



a. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini
diharapkan mampu memberikan informas tentang implementas
penyusunan perencanaan strategis di Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Gunungsitoli untuk kepentingan mahasiswali dalam
mengembangkan penelitian khususnya di bidang rencana strategis.

b. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana
sebagal bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan di
lingkungan FISIP UMSU, khususnya di jurusan Ilmu Administras
Negara.

c. Secarapraktis manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan yang nantinya
akan menjadi landasan dalam penyusunan rencana strategis

2) Penelitian ini digunakan sebagai pengalaman menulis karya ilmiah
dan memberikan penguatan kepada peneliti tentang penyusunan

rencana strateg.



1.4 Sistematika Penulisan
Pada penulisan skripsi ini peneliti suatu sistematika dengan membagi penulisan
menjadi 5 (lima) bab yaitu :
BAB | PENDAHUL UAN
Pada bagian ini peneliti menguraikan latar belakang masalah, identifikas
masal ah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.
BAB II URAIANTEORITIS
Pada bagian ini peneliti menguraikan teori teori yang relevan mengenai
implementasi, kebijakan, implementas kebijakan publik, rencana strategis
untuk penyusunan rencana strategis di Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
BAB |1l PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN
Pada bagian ini peneliti menguraikan tentang deskripsi lokasi penelitian dan
metodelogi penelitian sebelum analisa melalui proses pengumpulan data dan
pengelolaan data yang terdapat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota
Gunungsitoli.
BAB IV ANALISISDATA HASIL PENELITIAN
Pada bab ini peneliti menguraikan tentang analisis data, proses pengumpulan
data dan pengel olaan data.
BAB V PENUTUP
Pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil pendlitian

yang telah dilakukan.



BAB ||

URAIAN TEORITIS

“Penelitian” dapat didefiniskan sebagai sebuah usaha menemukan,
mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran suatu pengetahuan,usaha mana
dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiahSutrisno Hadi dalam
Nawawi (2005:24). Pelaksanaan penelitian membutuhkan kerangka teori sebagai
pedoman dasar berpikir dan berfungs untuk mendukung analisa variable-variabel
yang di teliti. Menurut Nawawi (2005:40), sebelum melakukan penelitian yang
lebih lanjut, seorang peneliti perlu menyusun kerangka teori sebagai landasan
untuk menggambarkandari segi mana peneliti menyorot masalah yang telah
dipilihnya.

2.1 Pengertian Implementas

Secara umum igtilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
berarti pelaksaan atau penerapan. Istilah implementas biasanya dikaitkan dengan
suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kamus Webster, merumuskan bahwa to implement (mengimplementasikan)
berarti to provide the means for carryingout (menyediakan sarana untuk
melaksanakan sesuatu), to give practicia effect to (menimbulkan dampak atau
akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk
mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang
nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Menurut Van Meter dan Van Horn dikutip oleh Wahab (1990:51)

Implementas  adalah, “tindakan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu



atau pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah/swasta pada
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.
Sedangkan Mazmanian dan Sabatier dikutip oleh Putra (2003: 84) menyatakan
bahwa mengkaji masalah implementasi berarti berusaha memahami apa yang
nyata terjadi sesudah program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-
peristiva atau kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses mengesahkan
kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha mengadministrasikannya maupun
yang menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian

tertentu.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, dapat dirumuskan bahwa proses
implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan
administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan
menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut
jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak
langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat pada
akhirnya berpengaruhpada kebijakan baik yang negatif maupun positif.

Setelah sebuah kebijakan publik dibuat atau dirumuskan, baik menyangkut
program maupun kegiatan-kegiatan, maka tahapan selanjutnya adalah tindakan
pelaksanaan atau implementas. Sebab kebijakan publik yang tidak
diimplementasikan hanya menjadi sebatas kumpulan aturan-aturan pemerintah
yang tidak berfungs sama sekali. Oleh karena itu, Wahab (1990: 51)
mengemukakan bahwa pelaksanaan atau implementas kebijakan adalah sesuatu

yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan.
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Sebagaimana Cheema dan Rondinelli dikutip Wibawa (1994: 15) menyatakan
bahwa dalam pengertian luas, implementasi maksudnya adalah pelaksanaan dan
melakukan suatu program kebijaksanaan dan dijelaskan bahwa satu proses
interaks antara dalam menentukan seseorang yang diinginkan.

Terdapat beberapa definis yang coba diangkat oleh ahli tentang
implementasi, namun konsepnya tetap sama yaitu merupakan rangkaian proses
penerjemahan dari kebijakan yang direspon berupa aks atau tindakan para pelaku
pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah digariskan oleh kebijakan yang dimaksud. Dalam mengimplementasikan
suatu Kkebijakan, diperlukan suatu input yang berupa peraturan perundang-
undangan sebagai acuan, sumber daya manusia sebagai pelaksana, sumber daya
keuangan yang akan mendukung pelaksanaan kebijkan, komitmen pel aku-pelaku
yang terkait.

Pada dasarnya semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat memiliki
harapan yang sama bahwa suatu kebijakan harus berhasil dalam proses
implementasinya. Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari terjadinya
kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan,
sasaran, kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak dan hasil yang baik bagi
pemecahan permasalahan yang dihadapi sertadalam implementasinya mampu
menyentuh kebutuhan kepentingan publik.

Untuk mengimplementasikan kebijakan, secara rinci Casley dan Kumar,
yang dikutip oleh Wibawa, dkk (1994:16) menawarkan sebuah metode dengan

enam langkah sebagai berikut:
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a. ldentifikas masalah. Batasilah masalah yang akan dipecahkan atau
dikelola dan pisahkan masalah dari gegjala yang mendukungnya.
Rumuskan sebuah hipotesis;

b. Tentukan faktor-faktor yang menjadikan adanya masalah tersebut.
Kumpulkan datakuantitatif maupun kualitatif yang memperkuat
hipotesis;

c. Kgilah hambatan dalam pembuatan keputusan. Analisslah situas
politik dan organisas yang dahulu mempengaruhi pembuatan
kebijakan. Pertimbangkan berbagai variabel seperti komposis staf,
moral dan kemampuan staf, tekanan politik, kepekaan budaya, kemauan
penduduk dan efektivitas mangemen. Hindari diskus yang tidak
realistis,

d. Kembangkan solusi-solusi alternatif;

e. Perkirakan solus yang paling banyak. Tentukan kriteria dengan jelas
dan terapkan (applicable) untuk menguji kelebihan dan kekurangan
setiap solus aternatif; dan

f. Pantaulah terus umpan balik dari tindakan yang telah dilakukan guna
menentukan tindakan yang perlu diambil berikutnya.

Dalam implementas suatu kebijakan publik harus memperhatikan faktor-

faktor dari dalam (intern) organisasi pemerintah dan faktor dari luar (ekstern).
Disamping memperhatikan faktor intern dan ekstern organisas maka ada

beberapa model yang dikembangkan oleh Rippley dan Franklin (1986 :89) yang
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antara lain menyatakan bahwa keberhasilan dari implementasi kebijakan atau
suatu program itu adalah ditujukan dari tiga faktor seperti :
a. Perspektif kepatuhan (compliance)yang mengukur implementasi dari
kepatuhan street level bereau crats terhadap atasan mereka.
b. Keberhasilan implementas diukur dari kelancaran rutinitas dan
tiadanya persoalan
c. Implementas yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan
semua pihak terutama kelompok penerimamanfaat yang diharapkan.
Dengan demikian apabila suatu kebijakan publik memperhatikan faktor-
faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan dengan memperhatikan
prosedur-prosedur yang ada, maka diharapkan akan menghasilkan kebijakan yang
tepat pada sasaran yang diinginkan.

Maka implementasi dapat dikatan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan
dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk
memperoleh hasil dan implementas juga dapat di artikan sebagai
penerapan/pel aksanaan yang berkaitan dengan sebuah pemahaman atas apa yang

harus dilakukan setelah diputuskannya sebuah kebijakan.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana
terdapat  hambatan-hambatan  (kesulitan-kesulitan) dan  kemungkinan-

kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar



13

berguna  dalam mengatasinya  untuk mencapai tujuan yang
dimaksud. (Leo Agustino, 2008:7).

Sedangkan menurut Wiliiam N. Dunn (2003:132), Kebijakan Publik (Public
Policy) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif
yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak,
yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang
ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatas suatu masalah
atau suatu persoalan (Winarno, 2002:16). Dalam praktiknya kebijakan publik
baiknya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Widodo 2001:190):

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientas pada tujuan
tertentu.

2. Kebijakan beris tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat
pemerintah.

3. Kehijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah,
dan bukan apayang bermaksud akan dilakukan.

4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah
mengenai sesuatumasalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan
pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

5. Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan
perundangan tertentuyang bersifat memaksa (otoritatif).

Menurut Pasolong (2007:39), kebijakan dibuat oleh pemerintah yang berupa

tindakan-tindakan pemerintah, beroriental kepada kepentingan publik dan
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merupakan suatu tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan dan tidak
dilaksanakan oleh pemerintah, demi kepentingan publik. Dilihat dari definis
kebijakan publik di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa kebijakan public
merupakan serangkaian keputusan yang diambil dan merupakan suatu tindakan
yang dilakukan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-
masal ah publik.

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada
kenyataan bahwa kebijakan ini dirumuskan olen David Easton disebut sebagai
orang-orang yang memiliki wewenang lain dalam system politik, yakni para tetua
adat, para ketua suku, para eksekutif, para legidator, para hakim, para
administrator, para monarki dan lain sebagainya.

Menurut Wahab (2004:6) ciri-ciri kebijakan publik antaralain :

a. Kebijaksanaan Negara lebih merupakan tindakan yang mengarah
pada tujuan daripada sebagai priaku atau tindakan yang serba acak
dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan negara dalam sistem-sistem
politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang
serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.

b. Kebijaksanaan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang
saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu
yang dilakukan oleh peabat-pejabat pemerintah dan bukan
merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.

c. Kebijaksanaan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya

dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
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d. Kebijaksanaan Negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula
negative. Bentuk positif, kebijaksanaan Negara mungkin akan
mencakup beberapa bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk
mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang
negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat
pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan
apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah
justru di perlukan.

Riant Nugroho mengemukakan bahwa’ kebijakan publik adalah keputusan
yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagal strategi untuk
meredisasikan tujuan negara yang bersangkutan”’53 . Dikemukakannya pula
bahwa “Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa
awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat
yang dicita-citakan”.54 Ciri-ciri kebijakan yang dikemukakan Anderson dan
kawan-kawan55 dalam Said Zainal Abidin (2004) adalah :

a. Public policy is purposive, goal oriented behavior than random or
chancebehavior. (Kebijakan mesti ada tujuannya. tidak boleh asal buat
atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa tujuan, tidak
perlu kebijakan);

b. Public policy consist of course of action-rather than separate, discrete
decision or actions-performed by government officials. (Suatu kebijakan

tidak berdiri sendiri/terpisah dari kebijakan lain, tetapi berkaitan dengan
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berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan,
interpretas dan penegakan hukum);

c. Policy is what government do-not what they say will do or what they
intend to do. (Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa
yang ingin atau diniatkan oleh pemerintah);

d. Public policy may be either negative or positive. (Kebijakan dapat
berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk
mel aksanakan atau menganjurkan)

e. Public policy is based on law is authoritative. (Kebijakan didasarkan pada
hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat
mematuhinya).

2.3. Tahap —Tahap Kebijakan
Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian
aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut
diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisaskan sebagai
serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu :
a. Tahap Penyusunan Agenda
Merupakan tahap penempatan masalah pada agenda publik oleh para
pejabat yang dipilih dan diangkat.Sebelumnya masalah-masalah ini
berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda
kebijakan.

b. Tahap Formulasi Kebijakan
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Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh
para pembuat kebijakan.Masalah-masalah tersebut didefiniskan untuk
kemudian dicari pemecahan masalah terbaik.Pemecahan masalah tersebut

berasal dari berbagai alternatif yang ada.

. Tahap Adops Kebijakan

Banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus
kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif keijakan diadopsi dengan
dukungan dari mayoritas legidative, konseus antara direktur lembaga atau
keputusan peradilan.

. Tahap Implementas Kebijakan

Semua program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program
tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang
telah di ambil sebagai aternatif pemecahan masalah harus
diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan adminitras
maupun agen-agen pemerintah ditingkat kebawah. Kebijakan yang telah
dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisas sumber daya

finansial dan manusia.

. Tahap Penilaian Kebijakan dan Evaluas

Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluas
untuk melihat sgjauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu
memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk
meraih dampak yang diinginkan.Hal ini memperbaiki masalah yang

dihadapi masyarakat.Oleh Karena itu, ditentukan ukuran-ukuran yang
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menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah menanrik

dampak yang diinginkan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008: 65) Implementas
adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-
pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada
tercapai nya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:235), menjelaskan yang dimaksud
dengan penghambat adalah hal yang menjadi penyebab atau karenanya tujuan atau
keinginan tidak dapat diwujudkan. Menurut Bambang Sunggono dalam buku
Hukum dan kebijakan publik, implementas kebijakan mempunyai beberapa
faktor penghambat, yaitu :

a. Is kebijakan

implementas  kebijakan gagal karena masih samarnya is kebijakan,
maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana
dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum
atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern
maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga,
kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya
kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari
timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan public dapat terjadi
karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu,
misalnya yang menyangkut waktu, biaya dan tenaga manusia.

b. Informas
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Implementas kebijakan public mengasumsikan bahwa para pemegang
peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat
berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. informas ini
justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
c. Dukungan
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada
pengimplementasi tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan
tersebut.
d. Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementas suatu
kebijakan public juga ditentukan aspek pembagian potens diantara para
pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan
diferensias tugas dan wewenang organisas pelaksana. Struktur organisas
pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian
wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian
tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas
(Bambang Sunggono, 1994 : 149 — 153).

2.4 Implementas Kebijakan Publik

Menurut Pressman dan Wildavski Dalam Wahab (1991:13) implementas

kebjikan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang di perintahkan

dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan mengembangkan sebuah

program control yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah

ditetapkan (pengantar analisis kebijakan Negara).
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Dwijowijoyo (2003:158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik
pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapa tujuannya.
Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langka yang
dilakukan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau
melaui formulas kebijakan deriver atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementas kebijakan publik begitu penting dalam kerangka kehidupan
berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan hukum, jadi penulis mengambil
kesimpulan implementasi kebijakan publik merupakan tahap menjalankan suatu
perundangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervens
masyarakat dalam melakukan segala suatu di dalam tatanan hidup bermasyarakat
agar tidak terjadi kesimpangan-kesimpangan yang terjadi di masyarakat.

Edward dalam Widodo (2011:96-110) mengajukan empat faktor yang
berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, diantaranya faktor
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikas (communication)
Komunikas merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator
kepada komunikan. Sementara menurut Widodo (2011:97) komunikasi
kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan
dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan
(policy implementors) (Widodo,2011:97)

b. Sumber Daya (Resourch)
Edward 1l daam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa

bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-
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aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan
atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai
sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka
implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

c. Disposis (Disposition)
Pengertian disposis menurut Edward Il dalam Widodo (2007:104)
dikatakan sebagai “kemauan, keinginan, kecenderungan para pelaku
kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh
sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.Sikap
dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementas
kebijakan. Apabilaimplementast memiliki sikap yang baik maka dia akan
dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan
oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung
maka implementas tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)
Aspek struktur organisas ini melengkapi dua hal yaitu mekanisme dan
struktur birokras itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme dalam
implementas  kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation
procedur (SOP)

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam

pel aksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek

kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokras yang terlalu panjang dan
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terfragmentass akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan

prosedur birokrass yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan

menyebabkan aktivitas organisas menjadi tidak baik.

Meter dan Horn (subarsono;2006;99) mengemukakan bahwa terdapat

enamvariabel yang mempengaruhi kinerjaimplementasi, yakni;

1)

2)

3)

4)

5)

Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan
harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila standar dan
sasaran kebijakan kabur,

Sumberdaya, dimana implementas kebijakan perlu dukungan sumberdaya,
baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

Hubungan antar organisasi, yaitu dalam benyak program, implementor
sebuah program perlu dukungan dan koordinas dengan instans lain,
sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instans bagi
keberhasilan suatu program.

Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-
norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokras yang
semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Kondis sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya
ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementas
kebijakan, sgjauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan
dukungan bagi implementas kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni
mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di

lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
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Disposis implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon
implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya
untuk melaksanakan kebijakan, kognis yaitu pemahaman terhadap
kebijakan, intensitas disposis implementor, yaitu preferensi nilai yang
dimiliki oleh implementor

Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatlier berpendapat bahwa

terdapat tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi,

yaitu
1.

a

Karakteristik masalah (tractability of the problems)

Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan dimana di satu
pihak terdapat beberapa masalah social yang secara teknis mudah
dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air bersih bagi penduduk.
Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu
program akan relative mudah diimplementasikan apabila kelompok
sasarannya adalah homogen, karena tingkat pemahaman kelompok
sasaran relative sama.

Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dimana sebuah
program akan relative sulit diimplementasikan apabila sasarannya
mencakup semua populasi dan sebaliknya sebuah program relatif mudah
diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlau
besar

Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dimana sebuah program

yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan



2.

24

relative mudah diimplementasikan dibanding program yang bertujuan
untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.
Karakteristik kebijakan (ability of statue to structure implementation),

yaitu

a. Kegelasan is kebijakan, yaitu, karena semakin jelas dan rinci is sebuah

®

kebijakan, maka akan lebih mudah di implementasikan, karena
implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan
nyata.

Seberapa jauh kebijakan tersebut memilikidukungan teoritis, di mana
kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat |ebih mantap karena
sudah teruji, meskipun untuk beberapa lingkungan tertentu perlu ada
modifikasi.

Besarnya alokasi sumber daya financial terhadap kebijakan tersebut, di
mana sumber daya keuangan adalah factor krusial untuk setiap program
social, setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan
pekerjaan-pekerjaan administras dan teknis, serta memonitor program
yang semuanya memerlukan biaya,

Seberapa besar adanya ketertarikan dan dukungan antar berbagai
ingtituss pelaksana, di mana kegagalan kerja sering disebabkan oleh
kurangnya koordinasi vertical dan horizontal antar instans yang terlibat
dalam implementasi program.

Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pel aksana.
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f. Tingkat komitmen aparat, terhadap tujuan kebijakan. Kasus korups yang
terjadi di Negara-negara dunia ke tiga, khususnya Indonesia salah satu
sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan
tugas dan pekerjaan atau program-program.

0. Seberapa luas akses kel ompok-kelompok luar untuk berpastisipasi dalam
implementas  kebijakan, di mana suatu program yang memberikan
peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relative mendapat
dukungan di banding program yang tidak melibatkan masyarakat.

3. Lingkungan kebijakan (nonstatutory variable effecting implementation),
yaitu :

a. Kondis social ekonomi masyarakat dan tingkat kemauan teknologi
dimana masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relative mudah
menerima program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang
masih tertutup dan tradisional.

b. Dukungan publiksebuah kebijakan, dimana kebijakan yang memberikan
insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan public, sebaliknya
kebijakan yang bersifat dis-intensif, misalnya kenaikan harga BBM akan
kurang mendapatkan dukungan public.

c. Sikap dari kelompok pemilih (constituency goups),dimana kelompok
pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementas
kebijakan melalui berbagai cara, yaitu kelompok dapat melakuakn
intervens  terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana

melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan,
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dan kelempok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi
badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang
dipubliksikan terhadap badan-badan pel aksana.

d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor .pada
akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang
telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial,
sehingga aparat pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat
prioritas tujuan dan selanjutnya marealisasikan prioritas tujuan tersebut

2.5 Pengertian Rencana Strategis

Menurut Bryson (2005:4),menjelaskan bahwastrategic planningmerupakan
suatu upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting
yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang
dikerjakan organisasi, dan mengapa organisas mengerjakan hal tersebut.Adanya
perencanaan strategis dapat membantu organisasi untuk berpikir dan bertindak
secara strategis. Perencanaan strategis juga dapat membantu organisas dalam
mengantisipasi dan lebih responsive terhadap perubahan lingkungan di
sekitarnya.Perencanaan strategis berkaitan dengan apa visi, mis, tujuan, sasaran
dan pencapaian organisas di masa depan serta berkaitan dengan bagaimana
organisas bisa menggerakkan sumber daya yang ada untuk mencapa tujuan
tersebut.Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis adalah proses yang
dilakukan oleh suatu organisas untuk menentukan strategi atau arahan, serta
mengambil keputusan untuk mengalokaskan sumber dayanya untuk mencapai

tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut.
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Rencana strategis dalam teori mangemen dikenal dengan istilah
“mangemen strategis’. Konsep manajemen strategis sering digunakan dalam
dunia bisnis. Dan dalam sistem manajemen modern mengimplementasikan konsep
tersebut dalam sebuah organisas lebih sering disebut dengan istilah “Rencana
Strategis’ atau merupakan Strategi yang direncanakan atau disesain sesuai dengan
kondis lingkungan yang ada. Berikut beberapa ahli z Kuncoro(2005:12)adalah
sgjumlah keputusan dan aks yang digunakan untuk mencapaitujuan dan
menyesuaikan sumber daya yang dimiliki dengan peluang dan tantangan yang
dihadapi dalam lingkungan industrinya. Dengan ini, dapat dilihat bahwa ciri-ciri
dari strategi adalah: (a) Goal-directed actions, yaitu aktivitas yang menunjukkan
“apa’ yang diinginkan organisas dan “bagaimana’ mengimplementasikannya.
(b)Mempertimbangkan semua kekuatan internal (sumber daya dan kapabilitas)
serta memperhatikan peluang dan tantangan.Hal yang sama juga disampaikan oleh
Siagian(2005:16)bahwa strategi berarti menentukan misi pokok organisasi yang
akan digunakan untuk menjamin orgnisas tersebut dan tujuan apa yang ingin
dicapai. Suatu strategi merupakan analisis yang tepat tentang kekuatan yang
dimiliki oleh organisasi, kelemahan yang melekat pada organisasi, berbagai
peluang yang mungkin timbul dan harus dimanfaatkan serta ancaman yang
diperkirakan akan terjadi. Dengan analisis yang tepat berbagai alternatif yang
dapat ditempuh akan terlihat dan lebih efektif. Jadi, strategi dalam organisas
memiliki pengertiansebagai rencana berskala besar yang berorientasi pada jangka
panjang serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi

dapat berinteraks secara efektif dengan lingkungannya. Kesemuanya ini
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diarahkan pada optimalisas pencapaian tujuan dansasaran organisas, institus,
atau lembaga yang bersangkutan.Dari dua pengertian strategi yang telah
disebutkan di atasmenekankan bahwa strategi lebih berorientasi pada penggunaan
sumber daya yang terdapat dalam organisas. Strategi merupakan kunci
keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan organisasi. Jadi,dapat
dismpulkan bahwa strategi merupakan suatu cara yang digunakan oleh organisasi
untuk mencapa tujuannyadengan menggunakan sumber daya dan kemampuan
organisas dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungannya.

Dari beberapa pengertian yang diutarakan para ahli mangemen tersebut
pada dasarnya menjelaskan bahwa strategi mengandung pengertian-pengertian
sebagai berikut:

a. Merupakan tujuan jangka panjang untuk mencapa keunggulan

bersaing.

b. Merupakan respon jang adaftif terhadap kondis yang akan datang.

c. Merupakan kegiatan terus menerus yang senantiasa meningkat.

d. Yang selalu berorientasi pada pelanggan/ kastemer.

e. Merupakan kekuatan motivasi bagi penyel enggara dan masyarakat

f. Seldu bertitik tolak dari peluang dan ancaman, kekuatan dan

kelemahan
g. Selalu berangkat dari apa yang dapat terjadi dan bukan apa yang terjadi
h. Merupakan paduan konsep dan seni dalam merumuskan, melaksanakan

dan mengevaluas untuk mencapai tujuan organisasi.
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Robbins dan Coulter (2002) dalam Erni dan kurniawan (2005)
mendefinisikan perencanaan adalah sebagal sebuah proses yang dimulai dari
penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan
organisas tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan system perencanaan
yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh
pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan strategis
adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya
sekedar mencapai akan tetapi dimaksudkan untuk mempertahankan
keberlangsungan organisasi.

Dari pengertian diatas dapat dissmpulkan bahwa perencanaan strategis
adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan
rumusan ke mana perusshaan akan diarahkan, dan bagaimana sumberdaya
dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai
kemungkinan keadaan lingkungan.

Perencanaan Strategic (Strategic Plans) juga merupakan suatu proses
pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan,
program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Ada 2 (
dua) alasan yang menunjukkan pentingnya Perencanaan Strategis :

1. Perencanaan strategic memberikan kerangka dasar dalam mana semua

bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus di ambil.

2. Pemahaman terhadap perencanaan strategic akan mempermudah

pemahaman bentuk-bentuk perencaaan lainnya.
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Dengan adanya perencanaan strategis ini maka konsepsi perusahaan
menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta
rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara
efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan strategi  dapat
menentukan keberhasilan organisasi atau perusahaan, hal ini disebabkan karena:

1. Perencanaan strategi merupakan tipe perencanaan yang terpenting.

2. Melakukan perencanaan strategi berarti menetapkan misi organisas
secarajelas.

3. Perencanaan strategi memungkinkan manajer mempersiapkan diri
terhadap kemungkinan terjadinya perubahan pada lingkungan
organisasinya

Konsep perencanaan menurut Koontz dan O'Donnel  dalam

Purwanto,(2007:45) yaitu :*planning is the function of a manager which involves
the selection from alternatives of objectives, policies, procedures and programs.
Terjemahannya kurang lebih yaitu Perencanaan adalah fungsi seorang manajer
yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-
prosedur, program-program dari aternatif-alternatif yang ada’.Syarat-syarat
rencana yang baik menurut Purwanto, (2007:49) antaralain:

1. Merumuskan dahulu masalah yang akan direncanakan.

2. Perencanaan harus didasarkan pada informasi, data dan fakta.

3. Menetapkan beberapa aternative dan premisnya.
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Putuskanlah suatu keputusan yang menjadi rencana rasional, mudah
dipahami, dapat dikerjakan, fleksibel, berkesinambungan dalam urutan dan
waktu pencapaiannya.

Rencana yang baik memerlukan beberapa langkah-langkah yang

dikemukakan oleh Purwanto (2007:49-50) adalah sebagai berikut:

1.

8.

Menjelaskan serta merumuskan dahulu masalah, usaha, tujuan yang akan
direncanakan itu.

Mengumpulkan data,informas dan fakta yang diperlukan secukupnya.
Menganalisis dan mengklarifikas informasi,, serta hubungan-
hubungannya.

Menetapkan perencanaan, premis-premis dan hambatan-hambatan serta
hal-hal yang mendorongnya.

Menentukan beberapa alternative.

Pemilihan keputusan yang terbaik dari aternative-alternatif yang ada.
Tetapkanlah urutan-urutan dan penetapan waktu secara terperinci bagi
rencana yang diusulkan.

Laksanakan pengecekan tentang kemajuan rencana yang diusulkan

Menurut Gaspersz, (2004:2-4), Beliau juga mengemukakan mengenai

manfaat perencanaan strategis antaralain :

1.

Berguna bagi perencanaan untuk perubahan dalam lingkungan dinamik
yang komplek.
Berguna untuk pengelolaan hasil-hasil (Managing for result).

Perencanaan strategis merupakan suatu alat manajerial yang penting.



32

4. Perencanaan strategis berorientasi masa depan.

5. Perencanaan strategis mampu beradaptas (adaptable).

6. Perencanaan strategis adalah penting untuk mendukung pelanggan.
7. Perencanaan strategis mempromos kan komunikasi.

Kriteria lain mengenai keuntungan Perencanaan strategis disampaikan oleh
Menurut (Rino.A.Nugroho, dalam Handout mengenai memulai perencanaan
strategis, 2008:2-4) yaitu sebagai berikut:

1. Persebaran pemikiran strategis melalui tindakan.
2. Mengubah Pengambilan kebijakan
3. Meningkatkan responsivitas kinerja organisas
Sedangkan menurut Robbins dan Coulter (1999:200), ada empat alasan dan
manfaat perlunya perencanaan strategis yaitu :
1. Perencanaan strategis memberi arah.
2. Perencanaan strategis mengurangi dampak perubahan.
3. Perencanaan strategis memperkecil pemborosan.
4. Perencanaan strategis menentukan standar pengendalian.

Model Mangjemen Strategi Hunger dan Wheelen (2003:11-12) mengatakan
bahwa proses dari manajamen strategi memiliki 4 elemen dasar, yaitu:

a.Pengamatan lingkungan
b.Perumusan strategi
c.Implementas strategi
d.Evaluas dan Pengendalian

2.6 Fungs Perencanaan
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a. Penerjemah kebijakan Umum: kebijakan umum ditetapkan oleh pimpinan,
perlu diterjemahkan secara konkrit, jelas, komprehens dan bertahap.

b. Perkiraan yang bersifat ramalan: perkiraan masa depan yang dianalisis
secarailmiah berdasarkan fakta dan data masa lalu dan sekarang

c. Berfungs ekonomi: sumber daya yang terbatas, maka pemanfaatannya
perlu perencanaan yang matang sesuai dengan kebutuhan

d. Memastikan suatu kegiatan: rencana yang mengatur hak dan kewajiban,
tugas dan tanggung jawab serta wewenang mereka, sehingga staf akan
bekerja dengan penuh kepastian.

e. Alat koordinasi: koordinass merupakan Kkegiatan penting dalam
pelaksanaan fungsi manajemen dalam mencapai tujuan, kaitan pekerjaan
satu dengan yang lain, kapan dan bagaimana pelaksanaan, sehingga
menjadi terpadu dan harmonis.

f. Alat/sarana pengawasan: managjer untuk mengetahui apakah suatu
kegiatan telah dilakukan dengan hasil memuaskan, realisasi sesuai/tidak.

2.7 Tahapan strategis

Menurut (David: 2010) “The strategic management process consists of
three stages. dstrategy formulation, strategy implementation, and strategy
evaluation. Pada dasarnya proses mangemen strategis mengikuti 3 tahapan
tersebut, yaitu: rumusan kebijakaan strategi, strategi pelaksanaan dan strategi
evaluasi. Dokumen rencana strategi akan berisi kebijakan strategi dan rancangan
strategi pel aksanaan, sedangkan pelaksanaan dan strategi evaluasi dalam bentuk

laporan akuntabilitas kinerjainstans pemerintah (LAKIP).
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The strategic formulation includes developing a vison and mission,
identifying an organization’s external opportunities and threats, determining
internal strengths and weaknesses, establishing long-term objectives, generating
alternative strategies, and choosing particular strategies to pursue. Sebagian besar
dokumen rencana strategis merupakan uraian tentang “strategic formulation”
secara garis-garis besar dari sebuah lembaga atau organisasi.

Srategy implementation requires a firm to establish annual objectives,
devise policies, motivate employees, and allocate resources so that formulated
strategies can be executed. Strategi implemetas dapat digunakan sebagai
lampiran dokumen rencana strategis dalam bentuk matrik atau format, hal tersebut
akan mempermudah dalam penyusunan laporan akuntabilitas.

2.8 Sifat-sifat Strategis

Berdasar bahan-bahan dari literatur, dikaji sifat-sifat perencanaan strategis
perusahaan dan kemungkinannya untuk diterapkan dalam perencanaan publik.
Secara singkat, kaian ini menghasilkan temuan bahwa perencanaan strategis
perusahaan mempunyai sifat-sifat:

1. Dberorientas lebih menuju ke tindakan, hasil, dan implementasi;

2. mempromosikan partisipasi yang lebih luas dan beragam dalam proses
perencanaannya;

3. lebih menekankan pada pemahaman masyarakat terhadap konteks
lingkungannya, mengidentifikas peluang dan ancaman terhadap
masyarakat melalui kgian lingkungan;

4. mengandung perilaku kompetitif (bersaing) di pihak masyarakat;
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5. menekankan kajian kekuatan dan kelemahan masyarakat dalam konteks
peluang dan ancaman
Dari beberapa sifat-sifat rencana strategis tersebut perencanaan strategis
berkaitan dengan perumusan arah pengembangan organisas ke masa depan, untuk
mencapal sasaran-sasaran jangka panjang dan jangka pendek.
2.9 Proses Perencanaan Strategis
Proses perencanaan strategis atau manajemen strategis merupakan proses
pengarahan usaha perencanaan strategis dan menjamin  strategi  tersebut
dilaksanakan dengan baik sehingga menjamin kesuksesan organisasi dalam jangka
panjang. Secara umum proses perencanaan strategis memuat unsur-unsur:
a. Formulasi Misi dan Tujuan
Pertanyaan mendasar dalam formulas mis dan tujuan adalah “Apa
usaha Kkita?’ dan “Apa usahakitayang seharusnya?’.
a) Mis
Sebuah mis perusahaan adalah alasan keberadaan. Mis
sering diungkapkan dalam pernyataan misi, yang menyampaikan
rasa tujuan proyek kepada karyawan dan citra perusahaan kepada
pelanggan. Dalam perumusan proses strategi, pernyataan mis
merupakan suasana hati perusahaan kemana harus pergi.
b) Tujuan
Tujuan adalah tujuan konkret organisas berusaha
untuk mencapainya, misalnya, sebuah target pertumbuhan

pendapatan.
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b. Pengkajian lingkungan
Pengkajian lingkungan melibatkan analisis SWOT-penilaian
internal terhadap kekuatan dan kelemahan perusahaan dan penilaian
eksternal terhadap peluang dan ancaman yang di hadapi.
a) Penilaian internal
Ini melibatkan analisis terhadap kekuatan (keahlian,
sumber daya dan pencapaian) dan kelemahan organisas,
memutuskan bagaimana kekuatan dapat di eksploitas dan
kelemahan dapat diatas dan menilai pengaruh tindakan yang di
usulkan terhadap profitabilitas. Analisis tersebut mencakup:
1) Keuangan
2) SDM
3) Pemasaran
4) Operasiol
5) Manaemen
b) Penilaian eksternal
Ini  melibatkan analisis lingkungan di tempat organisas
beroperasi: perekonomian, persaingan, kebijakan pemerintah dan
trend pasar. Sasarannya adalah mengidentifikas faktor-faktor
kunci bagi keberhasilan dalam pasar saat ini dan peluang untuk
secara menguntungkan memasuki pasar-pasar baru atau
memperkenalkan produk-produk baru.Sebuah analisis eksternal

terhadap peluang dan ancaman harus melipuiti:



37

1) Faktor-faktor ekonomi: nilai tukar, suku bunga, lau
pertumbuhan.
2) Trend pasar: perilaku konsumen
3) Perubahan teknol ogi
4) Faktor-faktor input: biaya, ketersediaan energi dan bahan baru.
c. Tujuan Jangka Panjang
Tujuan jangka panjang mempunyai dua makna:
a) Mendorong manajer untuk segera melakukan aktivitas sekarang yang
perludalam rangka mencapai target 5 tahun ke depan.
b) Membantu mangjer untuk menimbang dampak dari tindakan sekarang
pada kinerja perusahaan dalam jangka panjang.
d. Penyusunan Strategi.
Begitu gambaran yang jelas tentang perusahaan dan lingkungannya yang
ada, selanjutnya menyusun strategi. Langkah konkret menyusun strategi
yaitu sebagai berikut:
a) Menetapkan jenis bisnis dan harapan perusahaan.
b) Menterjemahkan vis dan mis ke dalam suatu tujuan strategis yang
terukur.
c) Menyusun strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan target.
d) Melakukan berbagai keputusan taktis dengan efektif dan efisien atas
strategi terpilih.
e) Melakukan evaluas terhadap kinerja, penyesuaian terhadap arah, tujuan,

strategi dan pelaksanaannya sesuai dengan situasi terbaru.
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e. Perumusan isu-isu strategis
Isu-isu strategis adalah isu-isu yang berkaitan dengan keterkaitan
antara organisas yang dikaji dengan lingkungannya (internal maupun
eksternal) yang isu-isu tersebut banyak mempengaruhi organisasi
tersebut. Maka semuaisu strategis adalah penting, tapi tidak semuaisu
penting adal ah strategis.
f. Pelaksanaan Strategi
Perencanaan dstrategi harus dijalankan untuk mencapai tujuan
yang diinginkan.
g. Evaluas dan Pengendalian Strategis
Mangjer harus selalu mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis.
Pengendalian strategis merupakan pengendalian terhadap pelaksanaan
rencana strategis. Setelah diimplementaskan, hasil dari strategi perlu
diukur dan dievaluasi, dengan perubahan yang dibuat seperti yang
diperlukan untuk tetap pada jalur rencana. Sistem kontrol harus
dikembangkan dan dilaksanakan untuk memfasilitas pemantauan ini.
Standar kinerja yang ditetapkan, performa yang sebenarnya diukur, dan
tindakan yang tepat diambil untuk memastikan keberhasilan.
2.10Strategi Penyusunan Renstra
a. Tim penyusun
Tim penyusun renstra disarankan merupakan representas dari seluruh
unit kerja yang ada di lembaga tersebut. Akan lebih efektif bila

anggota tim tersebut adalah mereka yang langsung menangani
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program di setiap unit kerja. Jumlahnya lebih baik tidak lebih dari 5
orang sebagai tim inti. Untuk mendapatkan hasil yang optimal maka
tim tersebut dapat melakukan presentasi dihadapan staf pimpinan dan
staf lain yang relevan untuk mendapatkan masukan, kritik dan saran-
saran.

. Strategi penyusunan.

Strategi penyusunan dapat ditempuh melalui tim kecil penyusunan
renstra. Kegiatan menjaring informas dapat ditempuh melalui
brainstorming kemudian disusun dalam satu sistematika yang
ditetapkan. Untuk mencari masukan tidak harus melalui pertemuan
formal akan tetapi dapat ditempuh dengan cara konsultas pada
pimpinan unit kerja yang di perlukan informasinya dan dianjurkan
juga menjaring informas dari “stake holders’ lainnya. Dalam
menyusun kerangka pikir renstra harus selalu memperhitungkan visi,

misi, tupoksi lembaga/unit dan kebijakan pimpinan.



BAB |11

METODE PENELITIAN

3.1 JenisPenelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah jenis penelitian deskriptif kuaitatif merupakan secara intens situas yang
terjadi pada objek penelitian. Penelitian kualitatif dari sis definisi dikemukakan
bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka
untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu
atau sekelompok orang. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar,
dan bukan angka-angka.

Penelitian kualitatif menghendaki adanya batas dalam penelitian atas dasar
focus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif,
pertanyaan penelitian tidak dirumuskan atas dasar defenis operasional dari suatu
penelitian.

Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara holistic
menggunakan metode deskriptif. Melalui pendekatan ini dapat memberikan
gambaran mengenai tentang Implementas Penyusunan Rencana Strategis di
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah hasil penelitian pemikiran yang bersifat kritis

dalam memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang akan dicapai.Kerangka

konsep ini disusun sebagai pemikiran teoritis dan hasil yang akan dicapai setelah
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di analisa secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki. Adapun kerangka

konsep penelitian adalah :

IMPLEMENTASI PERATURAN

PEMERINTAH RI NOMOR 8 TAHUN J| DINAS

2008 DALAM PENYUSUNAN RENSTRA PERDAGANGAN DAN
DI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PERINDUSTRIAN KOTA

GUNUNGSITOLI t

PENYUSUNAN RENSTRA
1. KOMUNIKASI
2. SUMBER DAYA
3. DISPOSIS
4. STRUKTUR BIROKRASI

Untuk mempermudah dan meletakkan konsep dalam dataran operasional
yang dapat diukur, maka akan dibuat beberapa definisi konsep yaitu :

a) Implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian
suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil
dan implementas juga dapat di artikan sebagai penerapan/pelaksanaan
yang berkaitan dengan sebuah pemahaman atas apa yang harus dilakukan
setelah diputuskannya sebuah kebijakan.

b) Implementas kebijakan adalah sesungguhnya tidak hanya menyangkut
perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran,

melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan
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sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku
dari semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan
baik yang negatif maupun positif.

Strategi adalah kekuatan motivasi untuk stakeholders, seperti debtholders,
mangjer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah dan lain-lain, baik
secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya
yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan
Rencanaan strategis adalah proses yang dilakukan oleh suatu organisas
untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk
mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai tujuan yang ingin
dicapai oleh organisas tersebut.

Penyusunan RENSTRA adalah suatu tindakan yang pempunyai langkah-
langkah atau tahap-tahap dan selalu memperhitungkan visi, misi, tupoks

lembaga/unit dan kebijakan pimpinan

3.4 Kategorisas

1)

Kategorisas diartikan sebagai salah satu tumpukan dan seperangkat
yang disusun atau dasar pikiran, institus, dan kriteria tertentu
(Moleong,2005:252). Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

Komunikas

proses penyampaian informasi penyusunan rencana strategi dari pembuat
rencana strategikepada penyusun rencana strategi, konsisten untuk
ditetapkan atau dijalankan, dan memberi kejelasan kepada pelaksana agar

tidak membingungkan.
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2) Sumber Daya
Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang
baik. Yang menjadi indicator-indikator sumber daya yaitu : Staf (pegawai),
Informasi, Wewenang, dan Fasilitas.
3) Disposis
Skap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangat
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Yang
menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri
dari : Pengangkatan Birokrasi dan Insentif.
4) Struktur Birokras
Faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan dan
memiliki dua karakteristik utama yakni : “ Standard Operational Procedure
(SOP) dan Fragmentasi”.
3.5 Narasumber
Narasumber dalam penelitian ini adalah
1. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuagan
3. Sekretaris Dinas
3.6 Teknik Pengumpulan Data
Demi kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa
perlu memperoleh data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan
penelitian.Sumber data penelitian ini melaui data primer dan data sekunder

1. DataPrimer



Data primer adalah data yang dari sumber penelitian dalam hal ini data
primer ini adalah hasil wawancara dari pegawai Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Gunungsitoli

Data Primer yaitu data yang berdasarkan pada pemilihan langsung pada

objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

a. Wawancara yang mendalam (Deep Interview) yakni metode untuk
mengumpulkan data dengan cara mengagjukan pertanyaan yang sudah
disusun kepada informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai

bahan-bahan berupa : buku-buku, jurnal, Makalah, Artikel dan berbagai tulisan

lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.
3.7 Teknik Analisis Data

Analiss data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka

memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan, data akan
menuntun kita ke arah temuan ilmiah, bila dianaisis dengan teknik-teknik yang
tepat. Data yang belum dianalisis masih merupakan data mentah. Dalam kegiatan
penelitian, data mentah akan memberi arti, bila dianalisis dan ditafsirkan.

Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara forma untuk

menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan
sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikai,

pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data
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sedangkan yang ke dua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data
Dengan demikian definis tersebut dapat disintesiskan bahwa analisis data
merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola,
kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat
dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data,Bogdan danTaylor,
(1975: 79).

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif yang merupakan
deksripsi yang terperinci pada suatu keadaan, peristiwa, orang, interaks, dan
pengamatan tingkah laku, pernyataan langsung dari orang mengenai pengalaman
mereka, sikap, keyakinan, dan ide-ide, dan beberapa kutipan atau seluruh bagian
dari dokumen, surat menyurat, rekaman, dan kasus-kasus sgjarah. Melalui
pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dari lapangan diambil kesimpulan yang
bersifat khusus kepada yang bersifat umum kemudia disgjikan dakam bentuk
naras. Moleong (2007:5) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah
pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode
alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

3.8 Lokas dan Waktu Penelitian

Lokas penelitian yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah di Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli. Waktu penelitian ini dilakukan
pada tanggal 4 September 2019 sampai tanggal 6 September 2019.

3.9 Deskrips Ringkas Objek Penelitian
a. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Gunungsitoli
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Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli terbentuk
berdasarkan peraturan Daerah Kota Gunungsitoli no 8 tahun 2016 tentang
pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Gunungsitoli dan peraturan
Walikota Gunungsitoli no 47 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja
Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli. Sesuai dengan peraturan ini,
penyelenggaraan urusan perdagangan, perindustrian, koperas dan usaha mikro
kecil menengah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
Gunungsitoli.

b. Vis dan Mis
1) Vis

Vis perangkat daerahDinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
Gunungsitoli periode tahun 2016-2021 yaitu:*TERWUJUDNY A
PEREKONOMIAN YANG KOKOH DAN BERKEADILAN DI SEKTOR
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI,DAN USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH KOTA GUNUNGSITOLI".

2) Mis

Untuk mencapai cita-cita sebagal sebagaimana tergambar dalam vis yang

ditetapkan di atas ditetapkan misi sebagai berikut :

a) Mewujudkan produktifitas sektor jasa dan perdagangan.

b) Mewujudkan produktifitas sektor industri rumah tangga, industri kreatif, serta
industri kecil dan menengah.

c) Mewujudkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.
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d) Mewujudkan tata kelola pelayanan pemerintahan yang akuntabel, profesional
dan melayani.
c. Struktur Organisas
Berdasarkan peraturan Walikota Gunungsitoli no 47 tahun 2016 tentang
susunan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli,struktur
organisas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli sebagai
berikut :
1. KepalaDinas, Eselon I1.b
2. Bagian Sekretariat terdiri dari :
a. Sekretaris, Esdlon Ill.a
b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Eselon IV.a
c. Kasubbag Program dan Keuangan, Eselon 1V.a
3. Bidang Perindustrian terdiri dari :
a. Kepala Bidang Perindustrian, Eselon 111.b
b. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri, Eselon IV.a
c. Kepaa Seksi Pembinaan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan dan Industri
Logam Mesin Elektronik dan Aneka, Eselon 1V.a
d. Kepala Seks Perlindungan Iklim Usaha, Pengawasan dan Standarisas,
EselonIV.a
4. Bidang Perdagangan terdiri dari :
a. Kepala Bidang Perdagangan, Eselon 111.b
b. Kepala Seks Pembinaan dan Pengembangan Usaha Dagang dan Pasar

Tradisonal, Eselon IV.a
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c. Kepala Seks Kemitraan dan Distribusi Perdagangan dan Perlindungan
Konsumen, Eselon IV .a

d. Kepala Seksi Metrologi dan Pendaftaran Perusahaan, Eselon IV .a

. Bidang Koperasi dan UKM terdiri dari :

a. KepalaBidang Koperasi, Eselon 111.b

b. Kepala Seks Promos Fasilitasi dan Pembiayaan, Eselon IV.a

c. Kepala Seks Koperas, Eselon 1V.a

d. Kepala Seks UKM, Eselon 1V .a

. Jumlah staf PNS sebanyak 17 orang dan tenaga pendukung non PNS sebanyak

13 orang, terdiri dari 5 orang tenaga komputer, 2 orang tenaga keamanan

kantor, 1 orang tenaga supir, 1 orang tenaga kebersihan kantor dan 4 orang

tenaga kebersihan pasar.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data

Bab ini membahas dan menyagikan data yang telah didapat dari hasl
penelitina yang dilapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu
data yang diperoleh dengan cara tanya jawa dengan narasumber sehingga
memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui wawancara
secara langsung di Kantor Dinas perdagangan dan perindustrian Kota
Gunungsitoli serta beberapa sumber data berupa dokumen, arsip, dan referens
lainnya yang diperoleh di kantor Dinas perdagangan dan perindustrian Kota
Gunungsitoli terkait implementas peraturan pemerintah Rl no 8 tahun 2008
dalam penyusunan rencana strategis di Dinas perdagangan dan perindustrian Kota

Gunungsitoli.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap
narasumber penelitian, maka data-data tersebut akan di deskripsikan sehingga
masalah penelitian tentang implementas peraturan pemerintah Rl no 8 tahun 2008
dalam penyusunan rencana strategis di Dinas perdagangan dan perindustrian Kota

Gunungsitolidapat terjawab dan di analisa.
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Untuk mendukung peroleh data selain data primer maka data sekunder
juga dapat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan
tingkat karakteristik jawaban para narasumber selanjutnya hasil wawancara dapat
diuraikan secara sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskips

kualitatif.

a. Deskrips Data Narasumber
1) Distribus Narasumber Menurut JenisKelamin
Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua
kelompok yaitu narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan narasumber
berjenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut dijelaskan frekuens untuk
masing-masing kategori.
Tabel 4.1

Distribusi Nar asumber M enur ut Jenis Kelamin

No JenisKelamin Frekuens Per sentase (%)
1 Laki-laki 2 66,67
2 Perempuan 1 33,33
Jumlah 3 100%

Sumber : Data wawancara Narasumber Tahun 2019
Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa narasumber dari jenis
kelamin laki-laki dengan frekuensi 2 orang sedangkan responden perempuan

sebanyak 1 orang.
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2) Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan umur, narasumber dikelompokan menjadi dua kelompok yaitu
narasumber dengan umur 25 - 35 tahun, narasumber dengan 36 — 45 tahun. Pada
tabel 4.2 berikut dijelaskan frekuens untuk masing-masing kategori.
Tabel 4.2

Distribusi Nar asumber M enur ut Umur

No Umur Frekuens Per sentase (%)
1 25-35 1 33,33
2 36-45 2 66,67
Jumlah 3 100%

Sumber : Data wawancara Narasumber Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa narasumber
dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan umur 25-35

tahun sebanyak 1 orang, narasumber dengan umur 36-45 tahun sebanyak 2 orang.

3) Distribusi Narasumber Menurut Jabatan/Pekerjaan

Bedasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaaan narasumber
dikelompokkan menjadi satu kelompok vyaitu pegawa di Kantor Dinas
perdagangan dan perindustrian Kota Gunungsitoli. Pada tabel 4.3 berikut
dijelaskan frekuensi untu kategori tersebut menurut jabatan atau pekerjaan yang

dimiliki oleh peserta wawancara.
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Tabel 4.2

Distribusi Narasumber Menur ut Jabatan/pekerjaan

No Jabatan/Pekerjaan Frekuens Per sentase (%)
1 Pegawai 3 100
Jumlah 3 100%

Sumber : Data wawancara Narasumber Tahun 2019

Berdasarakan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa narasumber
dikelompokkan menjadi satu kelompok yaitu narasumber dengan pekerjaan
sebagai pegawai di kantor Dinas perdagangan dan perindustrian Kota

Gunungsitoli sebanyak 3 orang.

b. Deskrips Hasil Wawancar a Ber dasar kan Kategorisas
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti di Dinas perdagangan

dan perindustrian Kota Gunungsitoli, maka dapat dianalisis satu persatu tentang
jawaban dari responden sehingga diperoleh kapitulasi data sebagai berikut :
a) Adanya Komunikas

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 4 September
2019 dengan Ibu Buteniat Lase, SE selaku kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mengatakan bahwa komunikasi antara atasan dengan staf/pegawai
dalam hal penyusunan rencana strategis berlangsung dengan baik dan saling
berbagi informas yang menyangkut dengan perencanaan kemudian atasan selalu
memberikan pembinaan kepada staf/pegawai dalam hal pelaksanaan tugas dan

fungsinya masing-masing agar sesuai dengan sasaran dan tujuan organisasi.



Menurut Bapak Fajar Setia Mendrofa, S.E Kepala Bagian Program dan
Keuangan yang telah diwawancarai pada tanggal 5 September 2019 mengatakan
bahwa proses komunikasi yang berlangsung sejauh ini dengan atasan dan pegawai
sudah terjalin dengan baik saling bertukar informasi dan memberikan masukan-
masukan yang membangun agar tujuan tercapal sesual yang diinginkan dan demi
berjalannya segala program yang telah direncanakan.

Dalam hal komunikasi untuk penyampaian informas dari atasan kepada staf
di Disperindag Kota Gunungsitoli menurut Sekretaris Dinas Bapak Budiyanto
Edisaputra Silaban, ST yang telah diwawancarai pada tanggal 6 september 2019
menyatakan di kantor Dinas ini komunikasilah yang diutamakan demi tercapainya
tujuan bersama baik itu dari kepala Dinas kepada Staf atau staf kepada staf, hal ini
selalu dijaga agar selalu ada keseimbangan atau keselarasan pikiran bersama dan
mengetahui bagai mana perkembangan dari program atau kegiatan masing-masing.

Untuk terwujudnya proses perencanaan strategis yang baik itu semua tidak
terlepas dari keterlibatan stakeholder sebagai unsur penting dalam penyusunan
rencana strategis, berdasarkan hal tersebut menurut Ibu Buteniat Lase SE
mengatakan memang stakeholder merupakan pihak yang sangat berpengaruh
dalam penyusunan rencana strategis terkhusus di Disperindag Kota Gunungsitoli
keterlibatan stakeholder ini dapat dilihat dari proses kegiatan yang ada, dan pihak
ini terlibat dalam menetapkan tujuan. Menurut pendapat dari bapak Fajar Setia
Mendrofa, sepengetahuannya Stakeholder ini merupakan pihak yang berasal dari
luar Dinas yang memiliki pengaruh dalam proses perencanaan strategis karena

dari merekalah Dinas mendapatkan isu-isu yang berhubungan dengan masyarakat
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sehingga isu itulah yang menjadi tolak ukur dalam perencanaan strategis untuk
kesgjahteraan masyarakat. Bapak Budiyanto Edisaputra Silaban juga sependapat
dengan Bapak Fajar Setia Mendrofa dalam hal keterlibatan Stakeholder dalam
proses penyusunan perencanaan strategis, dia menambahkan stakeholder ini juga
terlibat dalam pengambilan kebijakan yang ada pada perencanaan strategis.

Setelah perencanaan dtrategis ditetapkan pihak Dinas akan melakukan
pemantauan terhadap perencanaan ini, dalam hal ini peneliti melakukan
wawancara terhadap Ibu Buteniat Lase SE menurutnya perencanaan strategis di
buat untuk menentukan arah tujuan kegiatan perangkat daerah 5 tahun kedepan,
untuk itu Dinas melakukan pemantauan terhadap perencanaan tersebut dengan
membuat Laporan Kinerja (LK]j) setiap tahun dengan menyajikan hasil capaian
kinerja organisas perangkat daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
Gunungsitoli dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah daerah Kota
Gunungsitoli, Bapak Fajar Setia Mendrofa SE juga mengatakan hal yang sama
dengan Ibu Buteniat Lase SE mengenai pemantauan Dinas terhadap perencanaan
strategis yaitu dengan membuat laporan kinerja tahunan, sedangkan menurut
Bapak Budiyanto Edisaputra Silaban proses pemantauan yang dilakukan dengan
evaluas langsung di lapangan untuk melihat kemajuan dari kegiatan yang telah
direncanakan, apakah berjalan dengan bak atau mengalami kendala.

Yang terlibat dalam proses perencanaan strategis Disperindag Kota
Gunungsitoli yaituberdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Buteniat Lase SE
mengatakan Seperti yang kita bahas di atas mengenai stakeholder merupakan

salah satu pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan kemudian perencanaan
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strategis ini juga melibatkan Bappeda sebagai pendukung terlaksananya rencana
strategis, dan Kepala Dinas, pegawai jugaterlibat di dalam nya sebagai pelaksana
perencanaan strategis itu sendiri. Menurut hasil wawancara dari Bapak Fajar Setia
Mendrofa menurutnya yang terlibat dalam proses perencanaan strategis yaitu ada
dari pihak eksternal dan internal, dari pihak eksternal menurutnya yaitu Bappeda
dan stakeholder sedangkan dari pihak internal yaitu Kepala Dinas dan pegawai.
Bapak Budiyanto Edisaputra ST juga mengatakan hal yang sama dalam hal yang
terlibat dalam proses penyusunan rencana strategis yaitu Bappeda, Stakeholder,
Kepala Dinas dan pegawai.
b) Adanya Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Buteniat Lase
SE mengenai profesionalisme pegawai di kantor Disperindag Kota Gunungsitoli
terhadap penyusunan rencana strategis yaitu menurutnya profesionalisme inilah
yang menjadi permasalahan dalam pencapaian target dapat dilihat dari laporan
kinerja tahun 2017 dimana ada sebagian sasaran strategis yang masih belum
memenuhi target yang disebabkan oleh masih lemahnya sumber daya manusia
aparat yang berkualitas. Menurut Bapak Fajar Setia Mendrofa ada sebagian
pegawai yang masih belum memahami tugas dan fungsinya sehingga kegiatan yg
dilakukan tidak memenuhi target yang direncanakan, sedangkan menurut Bapak
Budiyanto Edisaputra Silaban pegawai yang ada di Disperindag masih
membutuhkan pembinaan yang lebih untuk memenuhi standar pegawal yang
professional pada bidangnya masing-masing karena sebagian pegawai kurang

maksimal melakukan tugasnya.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Buteniat Lase SE mengenal
ketersediaan dokumen dan data dalam penyusunan rencana strategis di
Disperindag Kota Gunungsitoli mengatakan dokumen yang menjadi dasar dalam
penyusunan rencana strategis yaitu RPIMD dan data-datanya di ambil dari Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang menjadi bahan evaluas dalam
pel aksanaan perencanaan, hal yang sama juga di katakan oleh Bapak Fajar Setia
Mendrofa bahwa dokumen dan data yang tersedia hanya berdasar dari RPIMD
dan SIPD sedangkan Bapak Budiyanto Edisaputra Silaban mengatakan dokumen
dan data yang ada berdasarkan RPIMD dan SIPD.

Dalam ha dukungan sarana dan prasarana dalam penyusunan rencana
strategis di Disperindag Kota Gunungsitoli menurut 1bu Buteniat Lase SE masih
sangat terbatasnya sarana dan prasarana yang ada sehingga menghambat target
yang direncanakan, dan menurut bapak Fajar Setia dukungan sarana dan prasarana
ini yang perlu ditingkatkan di Disperindag Kota Gunungsitoli karena
ketersediaannya masih sangat minim, Bapak Budiyanto Edisaputra juga
memberikan pernyataan yang sama dalam hal sarana dan prasarana yang ada perlu
diperhatikan karenaini bisa menunjang terealisasinya suatu kegiatan.

c) AdanyaDisposis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Buteniat Lase mengenal
kedisplinan pegawai dalam melakasanakan rencana strategis mengatakan bahwa
pegawai atau staf sudah melakukan dan menjalankan tugas dengan pengawasan
dari atasan dan telah berusaha mensukseskan rencana program-program yang

telah direncanakan.Sementara Bapak Fgjar Setia Mendrofa mengatakan kalau di
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Dinas ini ratarata pegawa sudah melakukan tugasnya dengan baik, disiplin
waktudan pengawasan yang dilakukan sudah lebih ketat dengan adanya finger
print di kantor, dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan juga dilaksanakan
sesuai dengan perencanaan sebelumnya.Menurut Bapak Budiyanto Edisaputra
Silababan, sesuai peraturan pemerintah Rl no 8 tahun 2008 tentang tahapan
penyusunan rencana dan pengendalian rencana pembangunan daerah pegawai di
Dinas perdagangan dan perindustrian sudah melaksanakan tugasnya sesuai
fungsinya dengan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Dinas perdagangan dan perindustrian Kota Gunungsitoli dalam
mengimplementasikan rencana strategis menurut 1bu Buteniat Lase, pelaksanakan
rencana strategis yang dilakukan sudahsesuai sasaran dan target dengan
meningkatkan pelayanan perangkat daerah dan mempertanggungjawabkan segala
kegiatan sesuai dengan perencanaan.Adapun menurut Bapak Faar Setia
Mendrofa, tanggungjawab Dinas berusaha mewujudkan apa yang telah dibuat
dalam rencana strategis dan meningkatkan kinerja yang kami miliki agar lebih
baik, sementara menurut Bapak Budiyanto Edisaputra Silababan, rencana strategis
yang dibuat akan menjadi kewgiban untuk menjaankannya dengan
mengsukseskan semua kegiatan yang telah ditetapkan.

Hubungan kerjasama antara Dinas perdagangan dan perindustrian Kota
Gunungsitoli dengan BAPPEDA dalam penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) menurut Ibu Buteniat Lase, dilakukan dengan
koordinas kepada instansi-instansi yang terkait seperti kepala Dinas dalam ha

penyusunan perencanaan strategis. Selain itu, menurut Bapak Faar Setia
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Mendrofa, Bappeda melakukan verifikas terhadap rancangan rencana trategis
yang bertujuan untuk memastikan rancangan telah selaras dengan rancangan awal
RPIMD. Menurut Bapak Budiyanto Edisaputra Silababan, kerjasama yang
dilakukan selama ini dengan Bappeda yaitu membantu dalam menentukan
kebijakan dibidang perencanaan untuk mencapai tujuan daerah yang disusun
dalam RPIM.
d) Adanya Struktur Birokras

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan IbuButeniat
Lase dukungan dari pihak Bappeda dalam penyusunan rencana strategis di Dinas
perdagangan dan perindustrian Kota Gunungsitoli salah satunya dukungan untuk
meningkatkan SDM dengan memberikan sosialisas kepada pegawai dalam
penyusuna rencana strategis. Menurut Bapak Fajar Setia Mendrofa memberikan
apa yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana strategis baik itu sarana dan
prasarana ataupun pendanaan untuk kegiatannya. Menurut Bapak Budiyanto
Edisaputra Silababan salah satu bentuk dukungan Bappeda di Dinas perdagangan
dan perindustrian dengan memfasilitasi sarana dan prasarana, pendanaan kegiatan
yang telah direncanakan.
Standar Operasional Prosedur (SOP) perencanaan strategis di Dinas perdagangan
dan perindustrian Kota Gunungsitoli, menurut 1bu Buteniat Lasetiap tahunnya
mengalami kemajuan disetiap bidang di Dinas pedagangan dan perindustrian Kota
Gunungsitoli. Menurut Bapak Fajar Setia Mendrofa, untuk SOP di Dinas
perdagangan dan perindustrian sudah berjalan dengan baik dan mengalami

peningkatan.Bpk Budiyanto Edisaputra Silababan, mengatakan SOP di Dinas
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perdagangan dan perindustrian Kota Gunungsitoli dari tahun ke tahun terus
meningkat.

Dalam proses penyusunan rencana strategis yang ada pada Dinas
perdagangan dan perindustrian Kota Gunungsitoli sudah berorientas pada
pemenuhan kebutuhan masyarakat menurut Ibu Buteniat Lase Dinas sudah
melakukan semua kegiatan yang ada pada rencana strategis yang tujuannya itu
untuk kebutuhan masyarakat, jadi rencana strategis yang ada di Dinas sudah
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menurut Bapak Fajar Setia
Mendrofa, perencanaan strategis di Dinas perdagangan dan perindustrian Kota
Gunungsitoli tujuannya memang untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat
jadi apa yang dibutuhkan masyarakat itulah yang diusahakan semaksimal
mungkin. Menurut Bapak Budiyanto Edisaputra Silababan, penyusunan rencana
strategis di Dinas perdagangan dan perindustrian Kota Gunungsitoli disusun
berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan sebuah
program karena apa yang dilakukan semata-mata hanya untuk memenunhi

kebutuhan masyarakat.

4.3 Pembahasan Hasll Analiss Data
1) Adanya Komunikas

Komunikas merupakan proses penyampaian informas dari komunikator
kepada komunikan. Sementara menurut Widodo (2011:97) komunikas kebijakan
berarti merupakan proses penyampaian informas kebijakan dari pembuat

kebijakan (policy makers) kepada pel aksana kebijakan (policy implementors.)
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Dalam proses komunikas penyusunan rencana strategis yang dilakukan
oleh pihak Dinas perdagangan dan perindustrian Kota Gunungsitoli mulai dari
komunikas internal antar pejabat Dinas dengan Bappeda berupa proses penetapan
rencana strategis yang disampaikan dalam bentuk formal seperti rapat dan non-
formal seperti perintah langsung atasan terhadap bawahan, komunikas eksternal
terjadi antara pejabat Dinas dengan stakeholder yang bertujuan agar mengetahui
keadaan lapangan yang sesungguhnya, apa yang harus dipersiapkan dan
dilaksanakan guna tujuan kebijakan penyusunan rencana strategis agar dapat
tercapai dan terwujud. Kejelasan komunikasi atau informasi merupakan hal yang
penting karena dengan adanya kejelasan komunikas diharapkan tidak terjadi
perbedaan perseps antara pembuat kebijakan, pelaksana dan masyarakat. Hasl
wawancara dengan Sekretaris Dinas Bapak Budiyanto, 1bu Buteniat dan Bapak
Fajar Setia kgelasan informas yang dilakukan oleh atasan sudah terlaksana
dengan baik hal ini dapat dilihat dari hasil kegiatan yang sudah mencapai target,
dan dapat dilihat dari konsistensi pemantauan agar kebijakan yang diambil tidak
simpangsiur sehingga membingungkan pel aksana kebijakan dan pihak-pihak yang
bekepentingan dalam melaksanakan tugasnya di |apangan.

Jadi, setelah melakukan penelitian langsung proses penyusunan rencana
strategis yang telah dilakukan oleh Dinas perdagangan dan perindustrian dalam
hal komunikas sudah terlaksana dan sesuai dengan kebijakan yang ada serta
terus membangun kerjasama yang baik dengan instansi-instansi dan pihak-pihak
yang berkepentingan agar mendapatkan informasi-informas penting mengenai

proses kegiatan yang telah terlaksana.
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2) Adanya Sumber Daya

Edward Il dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa
bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan
serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-
aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk
melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementas kebijakan tersebut
tidak akan efektif.

Sumber daya yang dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya
manusia maupun sumber daya anggaran untuk melaksanakan implementas
kebijakan tersebut.

Sumber daya manusia di Disperindag Kota Gunungsitoli dibagian tim
penyusunan rencana strategis hanya berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 Kepala
Dinas, dan 3 staf yang terjun ke lapangan. Menurut beberapa sumber, pegawai
yang berada di Disperindag Kota Gunungsitoli masih kurang dalam tiap bagian .
apalagi tersendatnya regenerasi dari pegawai yang pensiun setigp tahunnya,
seperti yang tercantum dalam laporan kinerja setiap tahun di Disperindag Kota
Gunungsitoli dan juga masih lemahnya kinerja pegawal untuk menyelesaikan
pekerjaan yang ada sehingga berdampak pada pelaksanaan kebijakan perencanaan

strategis.
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Sumber daya anggaran Disperindag Kota Gunungsitoli mengandalkan dari
APBD, anggaran yang di alokaskan untuk implementas perencanaan
strategisuntuk program dalam hal penyediaan sarana dan prasarana masih terbatas
sehingga menyulitkan pelaksana dalam membuat program secara optimal di
lapangan.

Jadi dapat disimpulkan sumber daya yang tersedia di Disperindag Kota
Gunungsitoli baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran masih
perlu perhatian untuk terus ditingkatkan agar tujuan yang direncanakan tercapai
sesuai target.

3) AdanyaDisposis

Disposis menurut Edward [l dalam Widodo (2007:104) dikatakan
sebagai “kemauan, keinginan, kecenderungan para pelaku kebijakan untuk
mel aksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi
tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat
berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabilaimplementasi memiliki sikap
yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa
yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak
mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Dalam implementas kebijakan penyusunan rencana strategis di
Disperindag Kota Gunungsitoli, kemauan dan kesungguhan para pelaksana
melakukan implementasi kebijakan penyusunan rencana strategis dinilai sudah
baik. Walaupun dengan berbagai kekurangan dan kendala yang ada, mereka tetap

berusaha untuk mensiasatinya seperti penggunaan fasilitas pribadi untuk
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menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan. Sesuai dengan teori Edward
[1lyang menjadi perhatian mengenai masalah rekruitmen pegawai dan pemberian
insentif. Rekruitmen pegawal yang berada di tim penyusunan rencana strategis
merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terkait masalah pemberian insentif,
berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terdapat insentif dalam
hal kegiatan kebijakan penyusunan rencana strategis di Disperindag Kota
Gunungsitoli .

Dalam hal ini menurut hasil penelitian proses yang dilakukan oleh
Disperindag sudah sesuai dengan peraturan pemerintah RI no 8 tahun 2008 dan
terus melakukan peningkatan kinerja agar semua perencanaan terealisas dengan
baik.

4) Adanya Struktur Birokras

Menurut Edward dalam Widodo (2011:96-110)Aspek struktur organisasi
ini melengkapi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek
pertama adalah mekanisme dalam implementas kebijakan biasanya sudah dibuat
standart operation procedur (SOP).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, struktur organisasi pada
Disperindag Kota Gunungsitoli telah menggambarkan jelas pemisahan kegiatan
pekerjaan antara yang satu dengan yang lain sehingga hubungan aktivitas dan
fungsi dibatas.

Implementas kebijakan penyusunan rencana strategis di Disperindag
Kota Gunungsitoli sudah memiliki SOP atau Standar Operasional Perencanaan

hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber.
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Dalam melakukan mekanisme dan prosedur yang di atur dalam peraturan
pemerintah RI no 8 tahun 2008 di Dinas perdagangan dan perindustrian Kota
Gunungsitoli sudahsesuai dengan SOP yang ada, mengenai kendala dalam

struktur Birokras saat ini tidak ada dan masih berjalan dengan baik.



BABV

PENUTUP

5.1 Kesmpulan

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah RI No8

Tahun 2008 dalam Penyusunan Rencana Strategis di Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Gunungsitoli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

a)

b)

Dalam proses komunikasi mengenai penyusunan rencana strategis di
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli seperti
penyampaian informasi sudah dilaksanakan semaksimal mungkin dan
dapat dilihat bahwasanya dalam penyusunan rencana strategis ini banyak
pihak-pihak yang terlibat didalamnya seperti stakeholder, BAPPEDA,
pegawai Dinas perdagangan dan perindustrian Kota Gunungsitoli.

Di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli ini sendiri
selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan segala kegiatan atau
program yang telah direncanakan dengan membuat laporan kegiatan yang
telah dilaksanakan dan mempertanggungjawabkan hasilnya dengan
melakukan persentasi.

Sumber daya yang ada di Dinas perdagangan merupakan asset organisasi
seperti sumber daya manusia yang sangat berpengaruh terhadap
pencapaian tujuan organisasi akan tetapi sumber daya manusia di
Disperindag Kota Gunungsitoli menjadi permasalahan karena kurangnya
pegawai yang berkualitas sehingga sebagian dari sasaran tidak memenuhi

target, dokumen dan data untuk penyusunan rencana strategis yang

66
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tersedia di Dinas diperoleh dari dokumen RPIMD dan SIPD dan yang
menjadi permasalahan lain yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang
masih terbatas sehingga menghambat target yang telah direncanakan.

c) Di Dinas perdagangan dan perindustrian Kota Gunungsitoli sudah
berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugasnya sesuai dengan
fungsinya masing-masing yang telah dibuat dalam rencana strategis dan
melakukan sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan pengawasan dari
atasan, karena rencana strategis yang telah dibuat menjadi kewajiban dan
mempertanggungjawabkan tugas masing-masing untuk mensukseskan
segala kegiatan dan lebih meningkatkan pelayanan yang baik untuk
masyarakat dengan bantuan dari BAPPEDA yang selalu memberikan
informasi-informasi dan mengkoordinasikan apa yang harus dilakukan
sesuai dengan RPJM.

d) Dalam penyusunan rencana strategis di Dinas perdagangan dan
perindustrian Kota Gunungsitoli pihak BAPPEDA memberikan dukungan
dengan memfasilitator sarana dan prasarana, memberikan pembinaan bagi
pegawai-pegawai sehingga standar opersional perencanaan (SOP) pada
Dinas perdagangan dan perindustrian dari tahun ketahun mengalami
peningkatan dan apa yang telah direncanakan dibuat sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

Dari keempat kesimpulan yang telah peneliti tuliskan diatas, maka dapat
ditarik kessimpulan bahwa proses implementasi penyusunan rencana strategis di

Dinas perdagangan dan perindustrian Kota Gunungsitoli sudah sesuai dengan
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peraturan pemerintah RI no 8 tahun 2008 hanya sgja ada beberapa permasal ahan
yang masih ditemukan seperti kurangnya profesionalisme pegawai, kurang
tersedianya peraturan sebagai arah dalam menentukan kebijakan yang bersifat

normatif dan minimnya ketersedian sarana dan prasarana.

5.2 Saran

Saran adalah suatu masukan yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari
hasil sebuah penelitian yang dilakukan. Dimana saran digunakan sebagai masukan
bagi pihak yang terkait yang menjadi objek penelitian pada waktu yang akan
datang.

a) Diharapkan kepada pegawai dan staf di Dinas perdagangan dan
perindustrian di Kota Gunungsitoli untuk lebih meningkatkan kinerja
pelayanan agar tercapainya kepuasanan masyarakat. Sebaiknya lebih
sering diadakan pelatihan kompetens pegawal agar lebih memahami tugas
dan fungsinya.

b) Diharapkan Dinas perdagangan dan perindustrian Kota Gunungsitoli
memberikan pemahaman kepada BAPPEDA mengenal kebijakan apayang
masih dibutuhkan.

c) Dinas perdagangan dan perindustrian Kota Gunungsitoli diharapakan lebih
memaksimalkan sarana dan prasarana guna membantu proses

terlaksananya perencanaan.
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